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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan 

yang telah diuraikan di dalam BAB II, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 

pengguna narkotika adalah menempatkan pengguna narkotika kedalam 

lembaga rehabilitasi setelah adanya rekomendasi dari tim dokter dan 

memperhatikan kepentingan umum seperti upaya penangkapan yang 

dilakukan oleh kepolisian dan publikasi kepada masyarakat sebagai 

pemberitahuan kewenangan diskresi yang dilakukan kepolisian mengenai 

penempatan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. 

Diskresi diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiadan 

pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 

2. Kendala Kepolisian dalam menentukan rehabilitasi: 

a. Adanya pandangan negatif masyarakat bahwa penerapan diskresi 

sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas kepolisian. 

Kurangnya pemahaman kasus oleh masyarakat yang dihadapi 

kepolisian dalam diskresi mengenai rehabilitasi pengguna narkotika 
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membuat masyarakat cenderung melihat bahwa penerapan diskresi 

tersebut sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang. 

b. Kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki 

wewenang untuk menangani pengguna narkotika dengan kepolisian 

kedalam lembaga rehabilitasi menjadikan penanganan dan 

pemberantasan narkotika tidak berjalan secara optimal.  

B. Saran 

1. Adanya pembaharuan peraturan sebagai penunjang adanya 

pelaksanaan penanganan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika 

dengan penerapan diskresi kepolisian dalam menentukan rehabilitasi 

tanpa adanya proses peradilan yang dapat menyita banyak waktu 

sebagai upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang berada di 

Indonesia. 

2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar memberi pemahaman 

terhadap perbuatan/ tindakan yang dilakukan kepolisian dalam proses 

penanganan suatu perkara tindak pidana narkotika guna mencegah 

adanya stigma negatif masyarakat kepada  kepolisian dalam 

menjalankan  tugas dan wewenangnya. 

3. Perlunya koordinasi antara institusi dan aparat penegak hukum agar 

pelaku tindak pidana dapat secara efektif dilakukan mendapatkan 

penanganan secara tepat dan sesuai. Kurangnya koordinasi satu dengan 

yang lainnya menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana 

narkotika kurang optimal/ maksimal. 
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